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KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 7 TAHUN 2022, 6 HLM. 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 
05/PP.07-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
 

Abstrak :  bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan 
terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, 
dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan 
pelayanan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; 
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang 
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pasda Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sarolangun. 

 
Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia 
Nomor 4846);   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 
(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor  112, Tambahan Lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor  152, 
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Nomor 5246);  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan l e m baran Negara Republik    Indonesia   Nomor 6109); 



Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Tahun 2010 Nomor  99, Tambahan Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 786); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). 

 
DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR  7 
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 05/PP.07-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG 
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN 

 
Catatan : -  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan 18 April 2022 
- Lampiran 3 Halaman  

 

 

 

 

 


